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ABSTRAK 

 

  

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  

PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER 

(Studi Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw) 

 

Oleh 

TIRTA MAHARDIKA 

 

Kejahatan penyelundupan merupakan salah satu kejahatan yang masih sering 

terjadi di seluruh dunia, sehingga harus diberantas, dan jika tidak segera 

diberantas maka akan semakin merajalela. banyak pihak yang menyalahgunakan 

tindakan tersebut dengan menyelundupkan benih lobster untuk diekspor keluar 

negeri. Pasalnya, bisnis seafood sangat menguntungkan dan dapat diperdagangkan 

secara ilegal dengan cara yang cukup sederhana. Permasalahan dalam skripsi ini 

adalah: Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster 

berdasarkan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw dan Apakah dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw. 

 

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. 

Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, Jaksa pada Kejaksaan Negeri 

Lampung Barat dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada 

Universitas Lampung. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Pemidanaan terhadap 

pelaku penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemidanaan terhadap Terdakwa Harison Bin Hasan berupa hukuman pidana penjara 

selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan. Adanya sanksi berupa pidana ditentukan 

oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Dalam 

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw atas nama Terdakwa Harison Bin Hasan, 

diketahui bahwa penyelundupan benih lobster direalisasikan dengan melibatkan 

banyak orang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
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pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw menggunakan pertimbangan yuridis. Sedangkan 

pertimbangan secara sosiologis perbuatan terdakwa telah merugikan Negara 

karena telah melakukan kejahatan Penyelundupan Benih Lobster dan tanpa 

adanya izin usaha. Dan Terdakwa Harison Bin Hasan dan telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja 

di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan 

di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan. 

Saran dalam penelitian ini adalah Perlu pengawasan lebih ketat terutama untuk 

biota laut maupun darat yang hendak diselundupkan karena penyelundupan yang 

dilakukan di wilayah Indonesia merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Dan 

diperlukan aturan hukum yang tegas terhadap pelaku penyelundupan biota laut 

atau pun hewan-hewan yang dilindungi, yang memuat tentang larangan serta 

sanksi pidana terkhusus bagi pelaku penyelundupan hewan air maupun darat. 

Diharapkan dalam upaya penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran dan 

fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena perbuatan terdakwa 

telah merugikan Negara. Dan pelaku penyelundupan sebaiknya diberikan 

pengetahuan tentang kurangnya atau semakin minimnya sumber daya yang 

hendak ia selundupkan serta akibat dari tindakan penyelundupan. 

Kata Kunci: Analisis, Pemidanaan, Penyelundupan, Benih Lobster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirta Mahardika 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CRIMINAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIONS SMUGGLING  

OF LOBSTER SEEDS 

(Study of Decision Number: 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw) 

 

 

 

By 

 

TIRTA MAHARDIKA 

 

 

The crime of smuggling is one of the crimes that is still common throughout the 

world, so it must be eradicated, and if it is not immediately eradicated it will 

become rampant. many parties abuse this action by smuggling lobster seeds for 

export abroad. Because the seafood business is very profitable and can be traded 

illegally in a fairly simple way. The problems in this thesis are: How is the 

punishment for the perpetrators of the lobster seed smuggling based on the 

Decision Number 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw and what is the basis for the judge's 

consideration in making the decision against the perpetrators of the crime of 

smuggling lobster seeds based on the Decision Number 161/Pid.Sus 

/2020/PN.Liw. 

 

The problem approach used in this research is a normative juridical approach 

and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary 

Data. Resource persons: Judges at the Liwa District Court, Prosecutors at the 

West Lampung District Attorney's Office and Academics from the Faculty of Law 

in the Criminal Law Division at the University of Lampung. 

 

The results of the research and discussion show that: The punishment of the 

perpetrators of smuggling lobster seeds based on Decision Number 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw is in accordance with applicable regulations. The 

punishment for the Defendant Harison Bin Hasan is in the form of imprisonment 

for 3 (three) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) 

with the provision that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 

6 (six) months. The existence of sanctions in the form of crime is determined by 

the presence or absence of unwanted (prohibited) acts. In Decision Number 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw on behalf of the Defendant Harison Bin Hasan, it is 
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known that the smuggling of lobster seeds was realized by involving many people. 

The basis for the judge's consideration in making a decision against the 

perpetrators of the crime of smuggling lobster seeds based on Decision Number 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw uses juridical considerations. While sociological 

considerations, the defendant's actions have harmed the State because they have 

committed the crime of Lobster Seed Smuggling and without a business license. 

And the Defendant Harison Bin Hasan and has been legally and convincingly 

proven to have committed a criminal act of “deliberately committing an act in the 

fishery management area of the Republic of Indonesia, conducting a fishery 

business in the field of fish transportation and marketing, which does not have a 

SIUP as referred to in Article 26 Paragraph (1) of the Law. RI Number 31 of 

2004 concerning Fisheries as amended by Law of the Republic of Indonesia 

Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 

concerning Fisheries. 

 

Suggestions in this study are that stricter supervision is needed, especially for 

marine and land biota who want to be smuggled because smuggling carried out in 

Indonesian territory is a crime that often occurs. And strict legal regulations are 

needed against perpetrators of smuggling marine biota or protected animals, 

which contain prohibitions and criminal sanctions, especially for perpetrators of 

smuggling water and land animals. It is hoped that law enforcement efforts will 

focus more on the roles and functions of law enforcement officers to seek material 

truth and realize justice and public welfare. Because the defendant's actions have 

harmed the State. And the smuggler should be given knowledge about the lack or 

lack of resources he wants to smuggle and the consequences of the smuggling act. 

 

Keywords: Analysis, Criminalization, Smuggling, Lobster Seed. 
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MOTTO 

 

 

Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-

ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.” 

(Abu Hamid Al Ghazali) 

 

 

“Mungkin kau akan berhasil mungkin juga tidak, tapi kau pasti gagal jika tidak 

mencoba”  

(Tirta Mahardika) 

 

 

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought 

together.” 

(Vincent van Gogh) 

 

 

“Keberhasilan bukan dilihat dari apa yang kita mulai, melainkan dari apa yang 

kita selesaikan, maka selesaikan apa yang sudah kita mulai”  

(Tirta Mahardika) 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan iyu ada kemudahan” 

(Qs. Al-Insyirah : 6) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lobster termasuk ke dalam keluarga 

udang laut bernama latin Genus Homarus, memiliki warna hitam kebiruan, 

memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar.1 Siklus hidup 

lobster terdiri dari 5 (lima) tahapan, dimulai dari telur yang menghasilkan sperma 

atau telur pada masa dewasa, menetas menjadi filamen (larva), kemudian menjadi 

telur (post-larvae), berkembang menjadi larva dan dewasa.  

Marga Panulirus memiliki banyak siklus hidup terutama untuk spesies yang hidup 

di perairan tropis, dan masih kurangnya pemahaman tentang tingkat kehidupan 

larva.2 Lobster dengan ukuran benih atau ukuran konsumsi merupakan komoditas 

perikanan yang bernilai ekonomis dan masih berasal dari perikanan tangkap. 

Pengendalian lobster yang kurang atau penangkapan berlebihan telah 

menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya perairan dan sumber daya 

terbarukan.  

Pengelolaan yang mengikuti prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan peluang 

pemuliaan induk, mempertahankan jumlah induk seminim mungkin di setiap 

 
1    Kemendikbud, “Lobster,” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lobster, diakses 27 Oktober 2021. 
2   Arief Setyanto, Nabilla Artini Rachman, dan Eko Sulkhani Yulianto, “Distribusi dan Komposisi 

Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia,” Jurnal 

Perikanan Universitas Gadjah Mada vol. 20, No. 2 (2018) hlm. 50, doi: 

https://doi.org/10.22146/JFS.36151. 
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wilayah dan memperbaiki habitat, sehingga meningkatkan kelestarian dan hasil. 

Namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dicapai karena keterbatasan waktu 

untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan lobster yang relatif lambat dan 

bertentangan dengan regulasi seperti perizinan dan penegakan hukum.Penegakan 

hukum juga merupakan sebuah proses di mana proses tersebut untuk menjadikan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.3  

Dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula para aparatur penegak 

hukum yang akan menentukan bagaimana proses penegakan hukum dapat 

dijalankan, sedangkan hukum yang baik dijalankan dengan mempertimbangkan 

berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum, 

kelompok dan pribadi.  

Indonesia adalah negara hukum. Hukum secara tepat mengatur masyarakat dan 

mendapatkan keuntungan darinya dengan menempatkan apa yang diminta atau 

diperoleh, dan sebaliknya. Hukum dapat membuat suatu perbuatan sesuai dengan 

hukum, atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Bertindak sesuai 

hukum tidak menjadi masalah, tidak perlu dipersoalkan, masalahnya adalah 

pelanggaran hukum.4  

Bahkan ada undang-undang yang mempertimbangkan hukum dan 

mempertimbangkan dengan tepat jenis perilaku yang terakhir, yang melanggar 

perilaku hukum yang sebenarnya dan mungkin juga melanggar kemungkinan 

 
3  Zainab Ompu Jainah, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, “Journal of Rural and 

Development” vol. 3, No. 2 (2012) hlm. 165, https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-

development/article/view/1882. 
4   B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fundasi 

Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Hukum 

Nasional Indonesia, Mandar Madju, Bandung, 2000, hlm.199. 
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perilaku hukum. Contoh kasus yang terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 05 

November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Pekon Walur Kecamatan 

Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat seorang bernama Harison Bin Hasan, 

bersama-sama dengan Kukuh Andias Purbianto. Mereka membawa tas ransel 

warna Hijau Loreng yang didalamnya berisi benur lobster, 1 (satu) Buah ember 

5kg warna merah / putih merk Vinotek, dan 2 (dua) Buah mesin angin (blower) 

portable merk amara AA002, kemudian di temukan di gudang Pekon Walur 

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat sebuah benur lobster yang 

berada di dalam Box Plastik besar warna putih tutup Hijau merk GAJAH dan Box 

Plastik besar warna putih tutup orange merk GAJAH yang dialiri udara dengan 

menggunakan mesin angin (blower) listrik merk AIRLUX LP- 100 warna putih 

serta telah dibagi-bagi menggunakan Toples bening kecil tutup warna merah 

muda, warna ungu dan warna hijau guna persiapan pem packingan menggunakan 

plastik. 

Bahwa benur lobster sebanyak 4.247 (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) 

ekor didapatkan dengan cara membeli sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) 

per ekor secara tunai dari nelayan-nelayan yang menangkap di Laut sekitar 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. Dan Harison juga telah 

mengirimkan benur lobster kepada seorang bernama Kukuh Andias Purbianto 

yang berada di Bengkulu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 

2020 dengan cara mempacking menggunakan plastik khusus dengan jumlah per 

packing sekitar 200 ekor, diberi air laut secukupnya dan diberikan oksigen 

kemudian diikat dengan karet. 
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Setelah selesai packing kemudian disusun didalam kardus dan disela-sela kardus 

diberikan Es batu agar air didalam plastik tetap dingin, kemudian Harison 

menunggu instruksi dari Kukuh Andias Purbianto siapa yang akan 

menjemputnya, dimana titik temunya, apakah harus diantar ketempat tertentu 

ataukan dijemput ke gudang, setelah barang diserahkan kepada kurir yang tidak 

Harison kenal, dan dalam hal tersebut mereka tidak memiliki Surat Ijin Usaha 

Perikanan (SIUP) dari pihak yang berwenang dalam melakukan Usaha Perikanan 

dan telah melanggar Pasal 106 UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Penekanan dan pembudidayaan tindakan tersebut merupakan penegakan tindakan 

yang melanggar hukum dan memberikan sanksi.5 Kejahatan penyelundupan 

merupakan salah satu kejahatan yang masih sering terjadi di seluruh dunia, 

sehingga harus diberantas, dan jika tidak segera diberantas maka akan semakin 

merajalela. Secara umum penyelundupan merupakan bentuk fisik yang terutama 

dilakukan melalui jalur udara, darat dan laut.  

Salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia adalah perdagangan lobster 

seafood yang bernilai ekonomi tinggi. Namun karena keleluasaan tersebut, banyak 

pihak yang menyalahgunakan tindakan tersebut dengan menyelundupkan benih 

lobster untuk diekspor keluar negeri. Pasalnya, bisnis seafood sangat 

menguntungkan dan dapat diperdagangkan secara ilegal dengan cara yang cukup 

sederhana. 

 
5 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 111. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian 

yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul 

“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Benih 

Lobster (Studi Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/Pn.Liw)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster 

berdasarkan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw? 

b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw? 

 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana yang 

khusunya terkait dengan analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

penyelundupan benih lobster. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada 

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan ruang lingkup waktu 

penelitian adalah pada Tahun 2022. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan 

penelitiaan ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster 

berdasarkan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan 

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu 

sebagai berikut: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan 

dapat memberikan informasi mengenai analisis pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana penyelundupan benih lobster. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan 

serta tambahan kepustakaan bagi aparatur penegak hukum dalam analisis 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relavan oleh peneliti.6 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.7 

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk 

menjawab permasalahan tersebut adalah teori pembuktian tindak pidana serta teori 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 

a. Teori Pemidanaan 

Hukum pidana dan pemidanaan merupakan dua hal yang berkaitan. Dalam hal ini 

Sudarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah 

“penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum” sehingga dapat 

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. 

Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum 

pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Oleh karna istilah tersebut 

harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang 

kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana 

oleh hakim.8 Terdapat sejumlah teori pemidanaan yaitu sebagai berikut: 

 

 
6    Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125. 
7    Ibid., hlm. 124. 
8   Dona Raisa Monica dan Diah Gustianti Maulani, Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem 

Pemasyarakatan Indonesia, Bandar Lampung, Aura, 2018, hlm.19. 
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1) Teori Retributif Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya 

pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman sebagai 

suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang 

yang telah melakukan perbuatan jahat. 

2) Teori Deterrence (teori relative) Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah 

deterrence. Teori deterrence menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih 

terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman 

pemidanaan tersebut membuat orang merasa takut dan menahan diri untuk 

melakukan kejahatan. 

3) Teori Gabungan Teori menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. 

Ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsure 

pembalasan dan prevensi seimbang. 

4) Teori Integratif Teori Integratif merupakan pendekatan multidimensional 

yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut 

dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.9 

 

 

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di 

periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-

hal sebagai berikut:10 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.  

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di 

pidana.  

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.  

 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan 

oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah 

dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih 

tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di 

 
9    Ibid., hlm, 20-27. 
10  Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74 
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pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu sebagai berikut:11  

1. Teori Keseimbangan  

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan 

dengan perkara.  

 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan 

keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam 

perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu 

penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut 

Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan 

pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan 

dari Hakim. 

 

3. Teori Pendekatan Keilmuan  

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim.  

 

 

 

 
11  Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102 
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4. Teori Pendekatan  

Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. 

  

5. Teori Ratio Decidendi  

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di 

sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara.  

 

6. Teori Kebijaksanaan  

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga 

dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina 

dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, 

hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-

aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah: 12 

a) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian 

konkrit dalam masyarakat.  

b) Menambah undang-undang apabila perlu. 

 

 
12  E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar 

Harapan, 1980, hlm. 204. 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau 

diuraikan dalam karya ilmiah.13 Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis adalah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam 

berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat 

mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan 

timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki 

atau juga dilakukan pengembangan.14 

b. Pemidanaan adalah hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian 

umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja 

ditimpakan kepada seseorang. 

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.15 

d. Penyelundupan perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi 

dengan sifat melanggar hukum. Bentuk penyelundupan dapat dilakukan pada 

bangunan, penjara, atau melalui perbatasan wilayah suatu negara. Suatu 

kegiatan dianggap sebagai penyelundupan jika bertentangan dengan undang-

undang atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara. 

 
13   Soekanto, Op.,Cit, hlm.132. 
14  Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2010), hlm. 14-87. 
15  Marjono Reksodiputro, Op. Cit, hlm.76.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_wilayah
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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e. Benih lobster adalah Benur yang merupakan komoditi kelautan yang memiliki 

nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh 

Indonesia. 

f. Putusan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam 

menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan melalui sidang 

pengadilan. Ancaman minimal adalah suatu tindak pidana di dalam undang-

undang sudah ditentukan jangkauan ancaman pidananya.16 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, 

maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Putusan Nomor : 

161/Pid.Sus/2020/Pn.Liw). 

 

 
16  Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional. Jurnal 

Supremasi Hukum, Vol.1, (No.2), hlm.395-424. 
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III.  METODE PENELITIAN 

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data. 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu 

Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Benih 

Lobster (Studi Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2020/Pn.Liw). 

 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian 

dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan 

penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

skripsi ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Pemidanaan 

 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut; 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pdana sebagaimana yang 

telah diancamkan; 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.17 

 

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundangan-undangan 

yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal 

ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah hukuman. 

Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan 

pemidanaan.  

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusian dan masalah sosial yang 

senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka 

 
17  Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,2008. hlm. 1. 
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di situ ada tindak pidana.”18 Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak 

pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari 

teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat 

beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu : 

 

1. Teori Absolut atau Vergeldings Theorieen (pembalasan) 

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu 

sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap 

sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena 

kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini 

dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang 

bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat 

menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. 

 

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 

yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada 

adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.19 Bahwa teori absolut ini tidak 

memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana 

tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang 

berguna sesuai harkat dan martabatnya. 

 

 

 
18   Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002. hlm. 98. 
19  Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: 

Alumni, 2010. hlm. 10.  
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2. Teori Relatif atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan) 

Teori ini menganggap dasar dari sebuah pemidanaan adalah bukan pembalasan, 

akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman 

pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari 

pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan 

dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan 

manfaat dari suatu penghukuman.  

 

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi 

dan Barda Nawawi Arief memberikan berpendapat pidana bukanlah sekedar untuk 

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, 

oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar 

pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana 

dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) 

melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).20 

 

3. Teori Kombinasi (Gabungan) 

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada 

kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu 

diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. 

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :21 

 
20   Ibid, hlm. 16 
21  Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum 

Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 11-12. 
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a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi 

membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup 

untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat; 

b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib 

masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang 

beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.22 

 

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif 

yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat 

yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan 

penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam 

bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu teori 

gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang 

menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang 

memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.23 

 

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat 

dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu : 24 

1. Retributif 

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah 

kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu 

tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah 

melakukan perbuatan jahat. Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai 

sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan 

 
22  Ibid., hlm. 212 
23  Ibid., 
24  Marlina, Hukum Penintensier, Cet. 1. Bandung: Reflika Aditama,2011, hlm 41. 
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dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh 

karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas 

teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan 

mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenernya pidana tak berguna. Pandangan 

diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa 

ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran 

retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan 

bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan 

tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan 

dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan 

bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, 

namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah. 

 

2. Detterence (pencegahan)  

Teori detterence ini tidak berbeda dengan teori retributif, detterence merupakan 

suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. 

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana 

hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori detterence memandang 

adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. 

 

3. Relatif dan Tujuan  

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. 

Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori 

ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.  
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4. In-capacitation  

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang 

dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap 

masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang 

sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, 

atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.  

 

5. Rehabilitasi  

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku 

kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada 

pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini 

dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga 

membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan. 25 

 

6. Restorasi  

Konsep restorasi (restorative justice) di awali dari pelaksanaan program 

penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan 

konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut victim offender. 

Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat 

sebaik- baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-

anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung awab bagi masing-

masing pihak. 

 

 

 

 

 
25 Ibid. hlm. 59. 
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7.  Social Defence (perlindungan masyarakat)  

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada 

sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah 

mengintegritasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan 

terhadap perbuatannya. 

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan 

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan 

sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran 

“an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, 

pemasukan secara gelap”26 

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea 

masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster’s 

Ninth New Collegiate Dictionary kata smuggle (penyeludupan) diartikan sebagai: 

“to import or export secretly contrary to the law and especially without paying 

duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor 

atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan 

khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang 

merupakan pelanggaran peraturan pabean).”27 

Pengertian dari tindak pidana penyelundupan ialah “Mengimpor, mengekspor, 

mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean 

 
26  W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 

901 
27   Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3 
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(douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh undang-undang.28 Secara umum 

penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan 

penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b Ayat 

(1) Ordonansi Bea, yaitu : “Barang siapa yang mengimpor atau mengkspor 

barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang-barang tanpa 

mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-

reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan 

barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan 

berdasarkan Ayat ke-dua Pasal 3. “Sedangkan penyelundupan administratif ialah: 

“memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan 

impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah 

pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan 

barang-barang dengan barang-barang lain.” 

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan 

dukumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian 

antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dukumen. Tindak 

pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti 

sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan 

menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju 

kemakmuran dan ksesjahteraan rakyat. Undang-undang Kepabeanan sendiri 

secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun 

dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 

UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:  

 
28   Sofnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, 

Jakarta, 1992, hlm. 5. 
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a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2); 

b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin 

kepala kantor pabean; 

c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3); 

d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan 

pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan; 

e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; 

f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya 

dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat 

lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-

undang ini; 

g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat 

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak 

dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau 

h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam 

pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan 

penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

 

 

Pasal 102 A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana 

penyelundupan yang terdiri dari: Setiap orang yang: 

a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; 

b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam 

pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A 

Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang 

ekspor; 

c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3); 

d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor 

pabean; atau 

e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dukumen yang sah sesuai 

dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat 

(1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah).” 
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Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles of Criminology menyebutkan 7 

(tujuh) unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi. 

Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua 7 

(tujuh) unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah : 29 

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian; 

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan 

dengan jelas dalam hukum pidana; 

3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja 

atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan; 

4. Harus ada maksud jahat (mens rea); 

5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan 

kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan  

6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-

undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri 

7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.” 

 

Dilihat dari ketentuan unur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang 

diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan 

penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur: 

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor; 

2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin; 

3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin; 

4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah; 

5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah; 

6. Dilakukan dengan cara melawan hukumPengertian dari barang impor adalah: 

“barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai 

barang impor dan terkena Bea Masuk.” 

 

Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan 

memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus 

melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dukumen dan 

pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dukumen dan pemeriksaan 

 
29  Edwin H. Sutherland, Asas-Asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 5. 
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barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif 

setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi 

ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu 

yang dibebaskan dari Bea Masuk. 

 

C. Pengertian Benih Lobster 

Lobster bercapit membentuk sebuah keluarga (Nephropidae, kadang kala juga 

Homaridae) dari crustacean besar laut. Mereka penting sebagai hewan, bisnis, 

dan makanan. Lobster bercapit jangan dibingungkan dengan lobster spiny, yang 

tidak memiliki capit (chelae) dan tidak berhubungan dekat. Hubungan terdekat 

dari lobster bercapit adalah lobster reef Enoplometopus dan tiga keluarga dari 

crayfish air tawar.30 Tentang petunjuk teknis pemanfaatan benih lobster ini 

tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/Kep-

Djpt/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Paulirus 

spp.) dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan 

Rajungan (Portunus spp.)31 

Kata “benur lobster” akan semakin makin popular beberapa minggu ke depan, 

terkaitnya ramainya pemberitaan tentang kata “Lobster” ini. Berdasarkan KBBI, 

benur memiliki dua makna. Pertama yaitu benih udang yang hampir tidak 

kasatmata. Kedua, anak udang windu. Dalam hal ini, maka benur adalah anakan 

 
30 "Nutrient data for 15148, Crustaceans, lobster, northern, cooked, moist heat". National Nutrient 

Database for Standard Reference, Release 24. USDA Agricultural Research Service. March 30, 

2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-18. Diakses tanggal 02 Desember 2021.  
31https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-

pendukung/DJPT/2020/Kepdirjen%20PT%2048%202020%20ttg%20Juknis%20BBL.pd 

https://id.wikipedia.org/wiki/Crustacean
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobster_spiny&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobster_reef&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Crayfish
https://web.archive.org/web/20141218014634/http:/ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/4588?max=25&qlookup=lobster&format=Full
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agricultural_Research_Service&action=edit&redlink=1
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/4588?max=25&qlookup=lobster&format=Full
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lobster yang tidak kasat mata. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, 

untuk dapat melakukan penangkapan benih lobster.  

Dokumen tersebut di antaranya Surat Pendaftaran Nelayan Calon Penangkap 

Benih Bening Lobster (Puerulus), Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkap 

Benih Bening Lobster (Puerulus), Surat Permohonan Kuota Kelompok 

Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus), dan Surat Permohonan Penetapan 

Nelayan Penangkap dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster. 

Adapun potensi dan jumlah benih lobster yang boleh ditangkap dan diekspor 

ditetapkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas 

Kajiskan) yang beranggotakan para ahli. Lobster kebanyakan datang dari pesisir 

timur laut Amerika Utara dengan Canadian Maritimes dan negara bagian Amerika 

Serikat Maine sebagai produsen terbesar. Mereka ditangkap dengan menggunakan 

jebakan lobster. Alat tersebut diberi umpan dan diturunkan ke dasar laut. Alat ini 

membiarkan lobster masuk, namun tidak mungkin bagi lobster besar untuk keluar. 

Alat ini membuat lobster kecil dapat keluar sehingga bisa mecegah penangkapan 

lobster yang berlebihan.  

Lobster baru populer di pertengahan abad ke 19 (sebelum Tahun 2000), 

diperkenalkan oleh penduduk New York dan Boston.32 Ketika itu, kapal khusus 

juga dibangun untuk menjaga agar lobster yang ditangkap tetap hidup selama 

transportasi Ketika itu lobster merupakan makanan orang miskin di Maine, 

Massachusetts, dan penduduk pinggir pantai Kanada. Lobster ketika itu juga 

disajikan kepada narapidana untuk mengganggu selera makan mereka. 

 
32   Mark Henderson (October 24, 2005). "How lobster went up in the world". London: The Times. 

Diakses tanggal 03 Desember 2021.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Canadian_Maritimes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Maine
https://id.wikipedia.org/wiki/Jebakan_lobster
https://id.wikipedia.org/wiki/Maine
https://id.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article581926.ece
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Pemanfaatan lainnya dari lobster ketika itu adalah sebagai bahan pupuk dan 

umpan ikan, dan baru dikalengkan pada awal abad ke-20.33 Lobster umumnya 

dimasak dengan dikukus atau direbus. Kadar merkuri dari lobster Amerika sekitar 

0.31 ppm. 

Benih lobster adalah komoditas laut yang jadi favorit penyelundup dari Indonesia. 

Jangan pandang sebelah mata, benih lobster yang kecil. Nilai ekonomisnya 

mencapai miliaran rupiah saat keluar dari Indonesia secara illegal. Pada Mei 2020 

lalu misalnya, Direktorat Polairud Polda Jambi bekerjasama dengan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Stasiun Karantina Ikan Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi berhasil mengungkap 

penyelundupan 205.370 ekor benih lobster yang diperkirakan senilai Rp 30,8 

Miliar.34 

Hingga pertengahan tahun 2019 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

merilis data sekitar 1,6 juta benih lobster dengan nilai lebih kurang Rp 260 Miliar 

yang berhasil digagalkan penyelundupannya. Tingginya nilai ekonomis benih 

lobster di negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam membuat penyelundup 

tak pernah jera menggunakan berbagai cara. Padahal, acanaman penjara dan 

denda didepan mata. Para pelaku penyelundupan benih lobster dapat dijerat 

dengan Pasal 16 Ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55, Pasal 56 KUH Pidana, dengan 

 
33 Johnson, Paul (2007). "Lobster". Fish Forever: The Definitive Guide to Understanding, 

Selecting, and Preparing Healthy, Delicious, and Environmentally Sustainable Seafood. John 

Wiley & Sons. hlm. 163–175. ISBN 978-0-7645-8779-5.  
34   https://indomaritim.id/benih-lobster-mengapa-terus-diburu/ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengalengan_ikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Merkuri
https://archive.org/details/fishforeverdefin0000john
https://archive.org/details/fishforeverdefin0000john
https://id.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons
https://id.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons
https://archive.org/details/fishforeverdefin0000john/page/163
https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/978-0-7645-8779-5
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ancaman pidana penjara selama 6 Tahun dan denda Rp 1,5 miliar.35 Tak kurang, 

Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan keluhan tentang maraknya 

penyelundupan benih ini. Ia minta agar tidak ada lagi masyarakat yang 

menyelundupkan benih lobster dan lobster bertelur maupun komoditas perikanan 

yang dilarang lainnya untuk menjaga stok di alam.36 

Harga jual benih lobster di tingkat nelayan sejak Tahun 2018 sampai dengan akhir 

Tahun 2019 berkisar antara Rp.5000 – Rp.15.000 per ekornya, baik untuk jenis 

lobster mutiara maupun lobster pasir. Sejak awal Tahun 2018, harga benih 

dibedakan berdasarkan jenisnya. Benih lobster mutiara dikenakan harga berkisar 

antara Rp.25.000 – Rp.75.000 per ekor. Benih lobster pasir dikenakan harga 

berkisar antara Rp.2.500 – Rp.10.000 per ekor. 37  

Rata-rata nilai hasil tangkapan benih Rp.166.167,- per hari. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan nelayan penangkap yang besar, yaitu 

sebesar Rp. 166.167,- per hari untuk satu alat penangkapan benih lobster yang 

digunakan. Total penghasilan dari penangkapan ini menarik minat masyarakat 

untuk melakukan penangkapan benih. Nelayan mendapatkan penghasilan yang 

jauh lebih banyak dengan melakukan kegiatan penangkapan benih bila 

dibandingkan dengan menjadi buruh tani atau buruh pabrik.  

 

 

 

 
35  "Lobster". All About Maine. Secretary of State of Maine. Diarsipkan dari versi asli tanggal 

2014-04-23. Diakses tanggal 08 Desember 2021.  
36  "Cooking lobsters". Atwood Lobster Company. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-06-07. 

Diakses tanggal 3o November 2021.  
37  "The Lobster Institute: History". The Lobster Institute at the University of Maine. Diarsipkan 

dari versi asli tanggal 2006-09-07. Diakses tanggal 05 Desember 2021. 

https://web.archive.org/web/20140423221309/http:/www.maine.gov/sos/kids/about/lobster.htm
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretary_of_State_of_Maine&action=edit&redlink=1
http://www.maine.gov/sos/kids/about/lobster.htm
https://web.archive.org/web/20070607114042/http:/www.atwoodlobster.com/site/cookinglobster.asp
http://www.atwoodlobster.com/site/cookinglobster.asp
https://web.archive.org/web/20060907212957/http:/www.lobster.um.maine.edu/index.php?page=52
http://www.lobster.um.maine.edu/index.php?page=52
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D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim  

Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:  

a) Keterangan Saksi; 

b) Keterangan Ahli; 

c) Surat; 

d) Petunjuk; 

e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).38 

 

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau 

kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan 

kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.  

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas 

dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu 

hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-

 
38 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11 
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alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang 

dilandasi dengan integritas moral yang baik. 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo 

et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung 

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak 

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.39 

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di 

persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu 

peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan 

hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan 

sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para 

pihak.40 

Hakim dalam mebuat suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh 

hakim tersebut. Mac Kenzie menyatakan bahwa ada beberapa teori atau 

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan 

penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:41 

 

 
39  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2016, hlm. 140. 
40  Ibid. 
41  Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102. 
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1. Teori Keseimbangan 

Teori yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak 

yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 

 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan 

keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam 

perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu 

penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut 

Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan 

pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan 

dari hakim. 

 

3. Teori Pendekatan Keilmuwan 

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. 

 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 
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5. Teori Ratio Decindendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 

 

6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang 

tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan 

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan bangsanya. 

Hakim menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Hakim adalah pejabat 

Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. 

Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak 

memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas 

peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.  

 

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, 

dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian 

negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau 
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kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut 

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas 

moral yang baik.42 

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya 

dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan 

proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar 

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam 

bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.43 Kemudian ada 3 (tiga) 

pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu: 

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (veroordeling) 

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena 

perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) 

KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan 

bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” 

 

2. Putusan bebas (vrijspraak) 

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa 

karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di 

dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan. 

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 

 
42  Ahmad Rifai, Op.Cit, hlm. 103. 
43  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 284. 
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sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas 

dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum 

acara pidana.  

Ketentuan tersebut, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan 

yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut 

undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di 

persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin 

atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak 

memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang 

menurut Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, 

harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 

 

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). 

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui 

pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana 

(Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di 

temukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas 

dari segala tuntutan”. 

Kunci dalam setiap memutus suatu perkara adalah pertimbangan hakim, yaitu 

argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
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menjadi dasar sebelum memutus perkara.44 Pertimbangan hakim dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-

yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang 

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa 

penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan 

Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis 

dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi 

terdakwa, dan agama terdakwa.45 

Fakta-fakta dalam persidangan apabila telah diungkapkan, barulah putusan hakim 

mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 

umum. Setelah di pertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang 

didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa, majelis mempertimbangkan dan 

meneliti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap 

terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain 

pertimbangan yuridis dari delik yang di dakwakan hakim juga harus menguasai 

aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, 

barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.46 

 

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke) yang pada prinsipnya 

 
44  Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, 

hlm. 193. 
45  Ibid, hlm. 212. 
46  Ibid, hlm. 217. 
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menentukan bahwa suatu hak “peristiwa” atau kesalahan dianggap telah terbukti, 

disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan 

keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Proses atau 

tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut 

Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :47 

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana pada saat hakim menganalisis, apakah 

terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer 

adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu 

aturan pidana 

2. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana jika seorang terdakwa dinyatakan 

terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim 

menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas 

perbuatan pidana yang dilakukannya. 

3. Tahap penentuan pemidanaan hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-

unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar 

oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai 

Terdakwa. 

Hakim harus memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan 

kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus 

memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian 

serta dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun 

materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim 

yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan 

menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan 

memenuhi aspek kepastian hukum.  

 

Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting 

dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan tersebut, yang berbeda 

dengan sanksi perdata atau administasi yang berkenaan dengan sifat-sifat 

 
47 Ahmad Rifai, Op.Cit, hlm. 96. 
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kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang 

dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut 

perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu 

nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam 

penjatuhan pidana. Kemudian dalam putusan tersebut harus memenuhi unsur 

kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.48 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan mempelajari, melihat dan meganalisis mengenai beberapa hal 

yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, 

pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem 

hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari 

penerapan hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara 

objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum 

yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.49 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 
48  Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 112. 
49  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta. Rajawali Press, 2006, hlm. 15. 
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini 

merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan 

wawancara. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri 

dari : 

a. Bahan hukum primer terdiri dari 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

6) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/Kep-

Djpt/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster 

(Paulirus spp.)  

7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan 

Rajungan (Portunus spp) 
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b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-

hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet. 

 

 

C.  Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi 

sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan 

dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. 

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa    : 1 orang 

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat   : 1 orang 

3. Akademisi Fakultas Hukum bagian Pidana Unila   : 1 orang 

_________________________________________________________________+ 

Jumlah           3 orang 

 

D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.  Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 
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a. Studi Pustaka (Library Research) 

Dilakukan dengan serangkai kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip 

dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

dan pengamatan (Observation).  

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut : 

a. Seleksi Data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi Data  

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan Data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interprestasi data. 
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E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun sacara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.  
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan 

Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemidanaan terhadap Terdakwa Harison Bin Hasan berupa hukuman pidana 

penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan. Adanya sanksi berupa pidana 

ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). 

Dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Liw atas nama Terdakwa Harison 

Bin Hasan, diketahui bahwa penyelundupan benih lobster direalisasikan dengan 

melibatkan banyak orang. Adapun pertimbangan hukum yang paling mendasar 

dalam perkara tersebut adalah terpenuhinya unsur kesengajaan Terdakwa 

melakukan perbuatan melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan 

pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.  

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan Putusan Nomor 

161/Pid.Sus/2020/PN.Liw menggunakan pertimbangan yuridis. Sedangkan 

pertimbangan secara sosiologis perbuatan terdakwa telah merugikan Negara 

karena telah melakukan kejahatan Penyelundupan Benih Lobster dan tanpa 
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adanya izin usaha. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 3 (tiga) tahun 

sedangkan vonis hakim adalah sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 

jadi tidak melebihi ancaman yang diatur dalam seperti yang didakwakan yaitu 

yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat 

(1) ke-1 KUHPidana.  Karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, 

maka terdakwa Harison Bin Hasan dan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja 

di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha 

perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki 

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu pengawasan lebih ketat terutama untuk biota laut maupun darat yang 

hendak diselundupkan karena penyelundupan yang dilakukan di wilayah 

Indonesia merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Dan diperlukan aturan 

hukum yang tegas terhadap pelaku penyelundupan biota laut atau pun hewan-

hewan yang dilindungi, yang memuat tentang larangan serta sanksi pidana 

terkhusus bagi pelaku penyelundupan hewan air maupun darat. 
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2. Diharapkan dalam upaya penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran 

dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena perbuatan 

terdakwa telah merugikan Negara, yang secara tidak langsung mengancam 

pembangunan ekonomi Negara itu sendiri. Dan pelaku penyelundupan 

sebaiknya diberikan pengetahuan tentang kurangnya atau semakin minimnya 

sumber daya yang hendak ia selundupkan serta akibat dari tindakan 

penyelundupan, agar ada pembelajaran bagi pelaku baik dalam menjalani 

proses hukum atau pun setelah bebas dari jeratan hukum agar tidak 

mengulangi tindak pidana  tersebut. 
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